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ABSTRAK
:
a. 
bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;



b.
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota ditempat domisilinya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
-
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011.
-
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum;

b. Asas, Maksud dan Tujuan;

c. Ruang Lingkup;

d. Usaha Jasa Konstruksi;
e. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
f. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK;
g. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
h. Hak dan Kewajiban;
i. Penunjukan Pejabat Penerbit IUJK;
j. Pelaporan;
k. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
l. Sanksi Administratif;
m. Ketentuan Peralihan;
n. Ketentuan Penutup.
STATUS
:
-
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
· Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
· Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2012.
CATATAN
:
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK. Ruang lingkupnya meliputi usaha jasa konstruksi, izin usaha, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, tanda daftar orang perseorangan, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
